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Security Infrastructure and Systems
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Riwayat Pelatihan



Tujuan
Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menerapkan protokol tambahan atau additional 
protocol (AP) di fasilitas masing-masing dengan baik.



Indikator
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta: 

a. Menjelaskan cara implementasi AP yang sesuai dengan Perka BAPETEN terhadap Perka 
BAPETEN No. 9 Tahun 2006, 

b. menjelaskan cara pelaporan AP sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. menjelaskan akses AP dengan benar; dan

d. menerapkan kerahasiaan AP sesuai dengan peraturan yang berlaku



Outline
•Latar Belakang Protokol Tambahan

•Item Deklarasi Protokol Tambahan

•Ketentuan Pelaporan / Deklarasi

•Aplikasi Protocol Reporter



1978

Ratification 
of Non 
Proliferation 
Treaty

1980

Sign of 
Safeguards 
agreement

1999

Sign of Additional 
Protocol for 
Safeguards 
Agreement

2000 

first declaration 
for additional 
protocol

2003

Integrated 
Safeguards

Sejarah Safeguards di Indonesia

In May, 1997



Kelemahan Safeguard pra-PT
•Hanya mengkonfirmasi bahan nuklir yang dilaporkan negara.

•Keterbatasan akses fisik.

•Kurangnya informasi tentang kegiatan nuklir yang relevan.





Status Protokol Tambahan
Disetujui oleh Dewan IAEA: Mei 1997

Karakteristik Utama:

•Merupakan langkah safeguards yang membutuhkan otoritas hukum tambahan.

•Bukan perjanjian mandiri (not a "stand-alone" agreement); bersifat sukarela.

•Negara-negara CSA + AP wajib menerima seluruh langkah dalam protokol ini.

Status (per 1 Juli 2022):

•141 negara telah memiliki Protokol Tambahan yang berlaku.

•Pada Oktober 2021 Indonesia memiliki 378 deklarasi.



Protokol Tambahan

• 141 negara, 13 negara lainnya belum meratifikasi (status per Maret 2023) 

CSAs (Comprehensive Safeguards Agreement) + AP

• 5 negara NWS

VOAs (Voluntary Offer Agreement) + AP  

• 3 Non NPT State: India (AP), Pakistan dan Israel

Item- Specific Safeguards Agreement



Protokol Tambahan (Strengthened 
Safeguards)

Safeguards (CSA)Topik

Untuk menjamin kebenaran
(correctness) dan kelengkapan
(Completeness) deklarasi bahan nuklir
suatu negara

mendeteksi secara tepat waktu hilangnya
bahan nuklir atau penggunaan bahan
nuklir secara tidak sah (dari maksud damai
menjadi pembuatan senjata nuklir atau
peralatan peledak nuklir lainnya) dalam
jumlah yang significant

Tujuan

bahan dan kegiatan yang terkait dg 
nuklir

BN & FN secara tepatDeklarasi

Complementary access ke lokasi yang 
relevan, evaluasi kualitatif

Inspeksi BN & verifikasi Informasi design, 
verifikasi secara kuantitatif

Verifikasi
independen

Peningkatan kemampuan untuk
mendeteksi adanya bahan dan
kegiatan nuklir yang tidak terdeklarasi
(transparan)

penyimpanan dan penggunaan bahan
nuklir

Fokus

Tidak ada bahan nuklir dan aktivitas
disuatu negara yang tidak
dideklarasikan

Tidak ada penyimpangan bahan nuklir dari
aktivitas yg dideklarasikan

Kesimpulan
IAEA

Perbedaan Safeguards dan Protokol Tambahan



Keunggulan PT
Informasi yang lebih luas
Akses yang lebih luas
Penyederhanaan penunjukan inspektur & visa multiple entry
Penguatan rezim kerahasiaan
Hak untuk menggunakan sistem komunikasi, termasuk satelit



Bukan perjanjian yang berdiri sendiri, melainkan perjanjian 
untuk memperkuat perjanjian Safeguards sebagai sarana 

tambahan IAEA melakukan verifikasi dalam rangka memastikan 
penggunaan nuklir untuk maksud damai

Protokol Tambahan

Mendeteksi kegiatan tersembunyi (clandestine activity) 
berdasarkan kelengkapan “informasi/deklarasi” tentang seluruh 

kegiatan dan peralatan yang terkait dengan daur bahan nuklir



i. Nuclear fuel cycle-related research and development not involving nuclear material
(funded by goverment)

ii. Operational activities of safeguards relevant
iii. All locations on sites of facilities
iv. Manufacture/assembly of nuclear-related equipment
v. Uranium mines and concentration plants 
vi. Nuclear material not reported under the CSA (e.g. certain source material)
vii. Nuclear material exempted 
viii. Futher processing of intermediate or high-level   waste 
ix. Exports and imports of specified items 
x. Long-term nuclear fuel cycle plans

Objek Deklarasi– Articles 2.a



i. Nuclear fuel cycle-related research and development not involving 
nuclear material (funded by private company)

ii. Activities and the identity of the person/entity carried out activities at 
locations identified by the Agency outside a site  

Objek Deklarasi– Articles 2.b

Objek Deklarasi– Article 2.c

amplifications or clarifications of any information relevant to 
safeguards



Articles 2.a.(i) 
Penelitian dan Pengembangan tanpa bahan nuklir, dikuasai atau dibiayai oleh 
pemerintah

Suatu usaha teknis atau ilmiah yang mencoba untuk menemukan metodologi baru atau
bahan yang nantinya dapat diterapkan untuk penggunaan praktis
• Studi berbasis kertas seperti laporan dan hasil eksperimen
• desain konseptual
• Prototipe dan mock-up
• Pengembangan perangkat lunak
• pengujian bahan



 Article 2.a.(ii) : Kegiatan operasional di fasilitas dan LOF
 Article 2.a.(iii) 

 Diskripsi gedung, meliputi:
1. Penggunaan dan isi
2. Perkiraan ukuran
3. Penggunaan sebelumnya

 Peta tapak lengkap dengan keterangan dan skala

 Article 2.a.(iv): Produksi peralatan Annex I
 Annex I merupakan daftar dari 15 tipe kegiatan yang berhubungan dengan pengkayaan, 

reaktor dan reprosessing
 Isi deklarasi, meliputi:

1. Deskripsi dari kegiatan termasuk skala operasi
2. Lokasi dan organisasi yang melakukan kegiatan tersebut



 Article 2.a.(v) : Penambangan uranium & thorium, serta concentration plants
Isi deklarasi meliputi:

1. Lokasi, status operasi dan kapasitas produksi
2. Perkiraan semua produksi tiap tahun
3. Perkiraan produksi tiap tahun untuk setiap pertambangan atau instalasi

 Article 2.a.(vi) : Bahan Sumber yang belum mencapai komposisi dan kemurnian yang sesuai 
untuk fabrikasi bahan bakar.

Isi deklarasi, meliputi:
1. Lokasi, jumlah, komposisi dan maksud penggunaan dari uranium dan thorium (> 1 ton)
2. Jumlah export untuk maksud non-nuklir (10 ton U; 20 ton Th)
3. Jumlah import untuk maksud non-nuklir (10 ton U; 20 ton Th)



 Article 2.a.(vii) : Bahan nuklir yang diexempted
Isi deklarasi meliputi:

1. Jumlah, penggunaan dan lokasi bahan-bahan yang diexempted (Pasal 42; 2/2005 SPPBN)
2. Jumlah, penggunaan dan lokasi bahan-bahan yang “use exempted” yang belum berbentuk non-

nuclear end-use (Pasal 43; 2/2005 SPPBN)

 Article 2.a.(viii) : Pengolahan limbah tingkat menengah dan tinggi
 Yang mengandung Pu, HEU, atau U-233
 Safeguardsnya telah dihentikan (Pasal 44; 2/2005 SPPBN)
Isi deklarasi, meliputi:
1. Tujuan pengolahan
2. Waktu pengolahan
3. Tempat pengolahan



 Article 2.a.(ix) : Export/ Import barang yang terdapat pada Annex II
Isi deklarasi meliputi:
1. Identitas
2. jumlah
3. lokasi 
4. maksud penggunaan bahan atau alat yang terdapat pada lampiran II untuk tiap export

 IAEA dapat meminta konfirmasi dari negara pengimport

 Article 2.a.(x) : Rencana daur bahan nuklir (10 tahun)
Rencana daur bahan nuklir yang telah disetujui pemerintah
Isi deklarasi meliputi:

1. Rencana pengembangan
2. Aplikasi yang diharapkan



Pasal 2.b.(i)
• Pemerintah harus menyediakan informasi terkait Litbang daur bahan nuklir yang 
dilakukan swasta. 

Pasal 2.b.(ii)
• Pemerintah harus menyediakan informasi terkait aktivitas dan identitas personel yang 
melakukannya.

Pasal 2.c
• Penjelasan dan klarifikasi atas permintaan IAEA yang sesuai dengan tujuan 
safeguards.





15 April ke BAPETEN

30 hari pasca 
akhir triwulan ke 
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Ketentuan Pemberitahuan & Lokasi 
Akses

Ketentuan Pemberitahuan:

• Minimal pemberitahuan 24 jam untuk lokasi lainnya 
(2.a.i-iv dan 2.a.ix).

• Minimal pemberitahuan 2 jam untuk lokasi di situs 
(2.a.v-viii).

• Pemberitahuan harus mencantumkan kegiatan yang 
akan dilakukan dan alasan akses, seperti:

• Memastikan tidak adanya bahan nuklir dan 
aktivitas yang tidak dideklarasikan

• Menyelesaikan pertanyaan atau ketidaksesuaian
• Mengonfirmasi status dekomisioning

• Negara diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi 
sebelum akses diminta, kecuali jika penundaan akan 
mengganggu tujuan dari CA (Complementary Access).

Akses dilakukan oleh Inspektur IAEA yang didampingi 
Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN.

Akses dilakukan pada jam kerja, kecuali sudah diizinkan 
PI.

Kegiatan Selama Akses:
• Pengamatan visual
• Pengambilan sampel lingkungan
• Penggunaan alat deteksi radiasi
• Pemasangan seal
• Penghitungan item bahan nuklir
• NDA
• Pencocokan catatan

Pada kondisi tertentu inspeksi dapat dilakukan tanpa pemberitahuan



IAEA Services 
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Kerahasiaan
Pemegang izin instalasi atau fasilitas nuklir dan pemegang izin instalasi non-nuklir harus 
menjaga kerahasiaan semua akses dan informasi yang termuat dalam deklarasi. 

Kerahasiaan juga harus dilakukan oleh Inspektur IAEA dan Inspektur Keselamatan 
Nuklir BAPETEN. 

Inspektur tidak diperbolehkan menyebarkan informasi proliferasi sensitif dan informasi 
yang yang berkaitan dengan proteksi fisik atau keselamatan. Selain itu Inspektur juga 
harus melindungi informasi komersial atau kepemilikan yang sensitif.





PR 2 Work Flow



PR 3 Work Flow
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PR 3 Work Flow



PR 3 Flow



Kualifikasi User PR3

• Users at the SRA who oversee the declaration development and 
submission process in their State, and are authorized to submit State 
declarations to the Agency (SRA mode)

• Non-SRA users (contributors) who provide data or information about 
declarable activities and locations to the SRA for potential inclusion in 
the State’s AP declarations (Contributor mode)

AP Knowledge 
Required

Activity / Location
Subject Matter 
Knowledge Required

User Involvement

LowHigh
Creating or Reviewing Entries: SRA or Contributor

HighLow
Assembling Entries into a Complete Submission: SRA



Data contributors, Facilities, Site Name pada Lookup List (impor lookup
data file), diisi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati BAPETEN
dan fasilitas:
Daftar Contributors
1. BAPETEN
2. PSTNT
3. PSTA
4. RSG
5. PTLR
6. PT INUKI
7. PPIKSN
8. PTBBN
9. PTBGN
10. PKSEN

Daftar Fasilitas 
1. RIA- (PSTNT)
2. RIB- (PSTA)
3. RIC- (PRSG)
4. RID- (IPEBRR)
5. RIE- (IEBE)
6. RIF- (RMI)
7. RIG- (PTLR)
8. PPIKSN
9. PKSEN
10. PTBGN

Daftar Site Name
1. Bandung (RI-S-1)
2. BAPETEN HQ (LOF) (RI-S-2)
3. Serpong (RI-S-3)
4. Yogyakarta (RI-S-4)
5. PTBGN (RI-S-5)



Aplikasi 
Protocol 
Reporter 3
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